
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 085/MENKES/PER/l/1989 

TENT ANG 
KEWAJIBAN MENULISKAN RESEP DAN/ATAU MENGGUNAKAN 

OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN 
KESEHATAN PEMERINTAH 

Menimbang 

Mengingat 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

(a). bahwa obat yang digunakan sccara rasional merupakan salah satu faktor 
yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan upaya pelayanan 
kesehatan; 

(b). bahwa harga obal gcnerik lcbih rcndah daripada harga obat paten yang 
mcrnpunyai cf ck lcrapctik yang sama; 

(c). bahwa dcngan mc_nuliskan rcsep dan/atau mcnggunakan obat generik di 
fasilitas pelayanan keschatan Pemerintah, tujuan pcrluasan cakupan 
kcschalan kcpada masyarakal dapal lebih mudah dicapai; 

(d) . bahwa schubungan dcngan huruf a, b dan c, maka pcrlu ditetapkan 
Peraturan Mentcri Keschatan Republik Indonesia tcntang Kewajiban 
Menuliskan Rcsep dan/atau Mcnggun akan Obat Gcncrik di Fasilitas 
Pelayanan Kcschalan Pcmerintah. 

1. Undang-Undang Dasar 1945 PasaJ 17. 

2. Ketentuan MPR RI Nomor Ill /MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar 
Haluan Negara. 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2068). 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran 
Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2580). 

5. Peraturan Pemcrintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negcri Sipil. 

6. Peraturan Pcmerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Pcrubahan atas 
Peraturan Pcmcrintah Nomor 26 Tahun 1965 ten tang Apotik. 

7. Pcraturan Pcmerintah Nomor 7 Tahun 1987 tenlang Penyerahan Sebagian 
Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kcsehatan Kepada Daerah. 

8. Peraturan Mcnteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 
159b/Menkes/SK/II/1988 tentang Rumah Sakit. 
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Menetapkan 

9. Keputusan Mentcri Kr~c:hatan Republik Indonesia Nomor 47/SK!II/1983 
tcntang Kebijaksanaan Obat Nasional. 

10. Kcputusan Menteri Keschalan Republik Indonesia Nomor477Tahun 1983 
tcntang Pelaksanaan Daftar Obat Esensial Nasional. 

11. SKB Mcntcri Dalam Ncgeri Republik Indonesia Nomor 394/MenKes/ 
SK/VIl/1981 dan Nomor 196 Tahun 1981 tentang Pengadaan Obat untuk 
unit-unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah Pusat dan Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG KEWAJIBAN MENULISKAN RESEP DAN/ATAU 
MENGGUNAKAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN 
KESEHAT AN PEMERINT AH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 

a. Obat Generik adalah obat dcngan nama resmi yang ditctapkan dalam Farmakope Indonesia 
untuk zat berkhasiat 1ang dikandungnya. 

b. Obat Paten adalah obat dcngan nama dagang dan menggunakan nama yang merupakan milik 
produsen obat yang bersangkutan. 

c. Obat Esensial adalah obat ya ng paling clibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
terbanyak dan tcrcantum clalam Daftar Obat Escnsial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

d. Fasilitas pclayanan kcschatan Pcmcrintah aclalah Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas clan 
Unit Pelaksana Teknis lainnya. 

e. Instalasi farmasi rumah sakit aclalah instalasi rumah sakit yang mempunyai tugas menyediakan, 
mengelola, mcmberi pencrangan clan mclaksanakan penelitian tentang obat-obatan. 

f. · Dokter adalah cloktcr um um, doktcr spesialis dan doktcr gigi di rumah sakit, Puskesmas clan 
Unit Pclaksana Teknis lainnya. 

g. Komite Farmasi clan Terapi adalah suatu Tim yang beranggotakan para dokter dan sarjana 
farmasi yang berfungsi clalam membantu pimpinan rumah sakit untuk menentukan 
kebijaksanaan penggunaan obat clan pengobatan. 

h. Apotik adalah suatu tern pat tcrt entu climana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran 
obat kcpada masyarakat. 

1. Formularium rumah sakit ada lah daftar obat baku yang dipakai oleh rumah sakit yang dipilih 
secara rasional dan dilengkap i penjelasan, sehingga merupakan informasi obat yang lengkap 
untuk pelayanan mcdik rum ah sakit. 
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BAB II 

TUGAS DAN KI<.,--WAJIBAN 

Pasa) 2 

(1) Rumah Sak.it diwajibkan menyediakan obat esensial dengan nama generik untuk kebutuhan 
pasien berobat jalan dan rawat hid up. 

(2) Rumah Sak.it kelas A, BII dan Bl diharuskan memiliki formularium. 

(3) Formularium yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 
dan obat lain yang sangat diperlukan rumah sakit. 

(4) RumahSakit diwajibkan memiliki Pcdoman Terapi dan Komite Farmasi dan Terapi. 

(5) Direktur Rum.ah Sak.it bertanggungjawab atas pelaksanaan ketcntuan pasal ini. 

PasaJ 3 

(1) Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II diwajibkan menyediakan obat esensial dengan nama 
generik untuk kebutuhan Puskesmas dan Unit Pelaksanaan Teknis lain di wilayahnya. 

(2) Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II diwajibkan mcnyediakan redoman Terapi untuk 
dipergunakan oleh Puskesmas clan Unit Pclaksana Teknis lainnya di wilayahnya. 

(3) KepalaDinas Kesehatan Daerah Tingkat II bertanggungjawab alas pelaksanaan peraturan yang 
tercantum dalam pasal ini. 

PasaJ 4 

(1) Dokter yang bertugas di Rumah Sakit diharuskan menulis resep obat csensial dengan nama 
generik bagi semua pasien. 

(2) Dokter dapat menulis rescp untuk diambil di apotik luar rumah sakit dalam hat obat escnsial 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tersedia di rumah sakit. 

(3) Setiap dokter bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit dalam pelaksanaan peraturan 
1DL 

PasalS 

(1) Dokter yang bertugas di Puskesmas clan Unit Pelaksana Teknis lainnya diwajibkan menulis 
resep obat esensial dengan nama generik bagi semua pasien. 

(2) Dokter dibenarkan membuat resep untuk dibeli di Apotik luar dalam ha! obat yang diperlukan 
tidak tersedia di Pus~esmas atau Unit Pelaksana Teknis tern pat ia bekerja. 

(3) Setiap dokter Puskesmas clan Unit Pelaksana Teknis lainnya bertanggungjawab kepada Kepala 
Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya yang bcrsangkutan dalam pelaksanaan 
ketentuan pasal ini. 
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Pasal 6 

(1) Instalasi farmasi rumah sakit diwajibkan mcngelola obat rumah sakit secara berdaya guna dan 
berhasil guna. 

(2) Instalasi farmasi rumah sakit diharuskan membuat prosedur perencanaan, pengadaan, 
penyimpanan, pendistribusian dan pemantauan obat yang digunakan rumah sakit. 

(3) Instalasi farmasi rumah sakit berkewajiban melaporkan kepada Direktur Rumah Sakit atas 
penyimpanan penulisan rcsep yang dilakukan oleh doktcr. 

Pasal 7 

(1) Apotik berkewajiban mcnyediakan obat escnsial dcngan nama generik. 

(2) Tata cara pcngadaan obat csensial dengan nama gcncrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 

(3) Apolik berkewajiban mclayani resep dokter dan dilarang mengganti obat yang tertulis dalam 
resep. 

BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 8 

(1) Pengawasan alas penulisan resep obat oleh dokter rumah sakit dilaksanakan oleh Direktur 
Rumah Sakit dibantu Komitc Farmasi dao Terapi. 

(2) Pengawasan atas pcnulisan resep obat di Puskesmas dan Unit Pelaksana Tehnis lainnya 
dilaksanakan oleh Kepala Kantor Dcpartemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya bersama 
dengan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II setempat. 

(3) Pembinaan dan pcngawasan penggunaan obat di rumah sakit menjadi tanggungjawab Direktur 
Jenderal Pelayanan Mcdik. 

(4) Pembinaan dan pcngawasan pcnggunaan obat di Puskesmas dan Unit Pelaksanaan Teknis 
lainnya menjadi tanggungjawab Dircktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat. 

(5) Pembinaan dan pengawasan pemberian obat di fasilitas pelayanan kesehatan oleh apotik 
menjadi tanggungjawab Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 

(6) Pelaksanaan pengawasan scbagaimana yang dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) dapat 
dilimpahkan pada Kepala Kantor Wilayah Kesehatan setempat. 
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BAB IV 

SANKS! 

Pasal 9 

Pelanggaran atas ketentuan yang terclapat pacla pasal 2, 3, 4, 5, 6, clan 7 clalam Peraturan Menteri 
Kesehatan ini dapat dikenakan sanksi aclministrasi clan atau hukuman clisiplin. 

BABV 

KETENTUAN LAIN 

Pasal 10 

(1) Direktur Rumah Sakit atau Dokter Kepala Puskesmas clan Unit Pelaksana Teknis lainnya dapat 
menyetujui penggantian resep obat clcng,an obat paten dalam ha! obat esensial tertentu belum 
tersedia nama generiknya. 

(2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini diatur lcbih lanjut dengan Petunjuk 
Pelaksanaan clan Petunjuk Teknis oleh Dircktur Jcndcral Pelayanan Medik, Direktur Jenderal 
Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Direktur Jcnderal Pengawasan Obat dan Makanan 
sesuai bidangnya masing-rnasing. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 

Dalamjangka 6 (enam) bulan sesuclah berlakunya Peraturan Mcnteri Kesehatan ini, sernua rumah 
sakit, semua Puskesmas clan Unit Pelaksana Teknis lainnya, para dokter clan apotik harus sudah 
melaksanakan kewajiban menuliskan resep dan/atau menggunakan obat esensial dengan nama 
generik. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan ini mulai berlaku pacla tanggal ditetapkan. 
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Agar supaya setiap orang mcngc tahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan keputusan ini dalam Berita 
Negara Rcpublik Indonesia. 
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Ditetapkan di 

Pada tang.gal 

JAKARTA 

28 Januari 1989 

MENTERI KESEHATAN R.I. 

ttd 

Dr. ADHYATMA, MPH 
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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-1 

PEHATUR.AN MENTERI . KESEHATAN 
REPUBL!K INDONESIA 

NOMOR: 085/MENKES/PER/I/1989 
TENTANG . 

KEWAJIBA..t'J MENULISKAN RESEP DAN/ ATAU MENG­
GUNAKAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYAN­

AN KESEHATAN PEMERINTAH 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang a) bahwa obat yang digunakan secara 

Mengingat 

rasional merupakan salah satu 
faktor ya.~g sangat penting dalam 

·menentukan keberhasilan upaya 
pelayanan kesehatan , 

b) bahwa harga obat generik lebih 
rendah daripada harga obat paten 
yang mempunyai efek terapetik 
yang sama ; 

c) bahwa dengan menuliskan resep 
dan/atau menggunakan obat gene 
rik di fasilitas pelayanan kese­
hatan Pemerintah, tujuan perlu­
asan cakupan ·pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat dapat lebih 
mudah .dicapai , 

d) bahwa sehubungan dengan huruf a, 
b dart c, maka perlu ditetapkan 
Peraturan Ment:eri Kesehatan Re­
publik Indonesia tentang Kewajib 
an Nenuliskan Resep dan/atau · -
Menggunakan .Obat Generik di Fa­
silitas Pelayanan Kesehatan Pe­
merintah. 

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 
17 • . 

2. Ketetapan MPR RI Nornor II/MPR/ 
1988 tentang· Garis-Garis Besar 
Haluan Negara. 
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WARTA PERUNDANG~UNDANGAN U-2 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 
· tentang.' Pokok-pokok Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 
131, Tarabahan Lembaran Negara No­
mor 2068). 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 
tentang Farmasi (Lembaran Negara 
Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lem 
baran Negara Nomor 2580). 

5. Peratu~an Pemerintah Nomor 30 Ta- · 
hun 1980 tentang Peraturan Disi­
plin Pegawai Negeri Sipil. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Ta­
hun · 1980 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Ta­
hun 1965 tentang Apotik. 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Ta­
hun 1987 terttang Penyerahan Seba­
gian Urusan Pemerintahan Dalam 
Bidang Kesehatan Kepada Daerah. 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Repu­
blik Indonesia Nomor 159b/Menkes/ 
Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, 

9. Keputusan Menteri Kesehatan Repu­
blik Indonesia Nomor 47/Menkes/SK 
/II/1983 tentang Kebijaksanaan 
Obat Nas~mial. 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Repu-
blik Indonesia Nomor 477 Tahun 
1983 tentang Pelak_sanaan Daftar 
Obat Esensial Nasional. 

11. SKB Menteri Kesehatan dan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 394/MenKes/SK/VII/1981 dan 
Nomor 196 Tahun 1981 tentang Peng 
adaan Obat untuk unit-unit Pela :-­
yanan Kesehatan Pemerintah · Pusat 
dan Dae rah~ ~ 
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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U- 3 

MEMUTUSKAN 

Menetap~an PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK 
-INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN MENULIS­
KAN RESEP DAN/ATAU MENGGUNAKAN OBAT 
GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESE­
HAT.l\N PEMERINTAH 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

·. PASAL 1 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 

a. Obat Generik adalah obat dengan nama resmi yang 
ditetapkan dalam .Farmakope Indonesia untuk zat 
berkhasiat yang dikandungnya. 

b. Obat Paten adalah obat dengan nama dagang dan 
nenggunakan nama yang rnerupakan milik · produsen 
obat yang bersangkutan. 

c. Obat Esensial adalah obat yang paling dibutuh­
kan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esen­
sial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

d. Fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah adalah 
Rumah Sakit Pemerintah, Puskesrnas dan Unit Pe­
laksana Teknis lainnya. 

e. Instalasi farmasi rurnah sakit adalah instalasi 
rurnah sakit yang rnernpunyai tugas menyediakan, 
mengelola, mernberi penerangan dan melaksanakan 
penelitian tentang obat-obatan. 

f. Dokter adalah dokter urnum, dokter spesialis dan 
dokter gigi di rurnah sakit, Puskesrnas dan Unit 
Pelaksana Teknis lainnya. 

g. Komite Farmasi dan Terapi adalah suatu Tim yang 
beranggotakan para dokter dan sarjana farmasi 
yang berfungsi dalam membantu pimpinan rumah 
sakit untuk menentukan kebijaksanaan penggunaan 
obat dan pengobatan. 
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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-4 

h. Apotik adalah suatu tempat tertentu dimana di­
lakukan pekerjaan kefarmasian dan penyal uran 
obat kepada masyarakat. 

i. Formularium rumah sakit adalah daftar obat baku 
yang dipakai -0leh rumah sakit yang dipilih se­
cara rasional dan dilengkapi penjelasan, sehing 
ga merupakan informasi obat yang lengkap unt uk 
pelayanan ~edik rumah sakit. 

BAB II 
TUGAS DAN KEWAJIBAN 

PASAL 2 

(1) Rumah Sakit diwajibkan rnenyediakan obat esen -
sial dengan narna generik untuk kebutuhan pa -
sien berobat jalan dan rawat nginap. 

(2) Rurnah Sakit kelas A, BII dan BI diharuskan 
rnemiliki formularium. 

(3) Forrnularium yang dimaksud dal am ayat (2) meli­
put i Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN} dan 
obat lain yang sangat diperlukan rumah sakit. 

(4) Rumah Sakit diwajibkan memiliki Pedornan Terapi 
dan Komite Farrnasi dan Terapi. 

(5) Direktur Rumah Sakit bertanggungjawab atas pe­
laksanaan ketentuan pasaf ini. 

PASAL 3 

(1) Dinas Kesehatan Daerah Tingkat - II diwajibkan 
menyediakan obat esensial dengan nama generik 
untuk kebutuhan Puskesmas dan Unit Pelaksana 
Teknis lain di wilayahnya. 

(2) Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II diwajibkan 
menyedi akan Pedoman Terapi untuk d~pergunakan 
oleh Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis lain­

(3) 
nya di wilayahnya. 
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II 
tanggungjawab atas pelaksanaan peraturan 
tercantum dalam pasal ini~ 

ber -
yang 
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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-5 

PASAL 4 

(1) Dokter yang bertugas di Rumah Sakit diharus­
ka.n menul i s resep obat esens i a.l dengan nama 
generik bagi semua pasien, 

(2 ) Dokter dapat menulis r esep untuk diambil di 
apotik luar rumah sakit <la.lam hal obat esen­
sial seba.gaimana dimaksud dalam ayat (1) ti-
dak tersedi a di rumah · sakit. · 

(3) Setiap dokter bertanggungjawab kepada. .Direk­
tur Rumah Sa.kit dalam pelaksanaan . peraturan 
ini. 

PASAL 5 

· (1) Dokter yang bertugas di Puskesmas dan Unit 
Pelaksana. Teknis lainnya diwajibkan menulis 
resep oba.t esensial dengan nama generik bagi 
semua pasien. 

(2) Dokter dibenarkan membuat resep untuk dibeli 
di Apotik luar dalam hal obat yang diperlu -
kan tidak tersedia di Puskesmas atau Unit 
Pelaksana Teknis tempat ia bekerja. 

(3) Setiap dokter Puskesmas dan Unit Pelaksana 
Teknis lainnya bertanggungjawab kepada Kepa­
la Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Ko­
tamadya yang bersangk~tan dalam pelaksanaan 
ketentua.n pasal ini . 

• 

0 PASAL 6 

(1) Instalasi farmasi rumah sakit diwajibkan me­
ngelola obat -rumah sakit secara berdaya guna 
dan berhasil guna. 

(2) Instal asi far masi rumah sakit diharuskan 
membuat prosedur perencanaan, pengadaan, pe­
nyimpanan, pendistribusian .dan _pemantauan 
ob at yang digunakan rumah saki t. 

(3) Instalasi farmasi rumah sakit berkewajiban 
melaporkan kepada Direktur Rumah Sa.kit atas 
penyimpangan penulisan resep yang dilakukan 
oleh dokter. 
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WARTA PERUNDANG -UNDANGAN . U-6 

PAS'\L 7 

(1) Apotik berkewaj iban .nenyediakan obat esensial 
dengan nama generik, . 

(2) Tata cara peng~daan obat esensial dengan nama 
generik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan 
~rtdanMtlman. -

(3) Apotik berkewajican melayani resep dokter dan 
dilarang mengganti obat yang tertulis dalam 
resep, 

BAB III 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PASAL 8 

(1) Pengawasan atas penulisan resep obat oleh dok 
ter rurnah sakit dilaksanakan oleh Direktur -
Rumah Sakit dibantu Komite Farmasi dan Terapi . 

. (2) Pengawasan atas penulisan resep obat di Pus~ 

kesmas dan Unit Pelaksana Tehnis lainnya di­
laksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Ke­
sehatan Kabupaten/Kotamadya bersama dengan 
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II se 
tempat. 

(3) Pembinaan dan pengawasan penggunaan obat di 
rumah sakit menjadi tanggungjawab Direktur 
Jenderal Pelayanan Medik. 

(4) Pembinaan dan pengawasan penggunaa;1 obat di 
Puskesrnas dan Unit Pelaksana Tekr-is lainnya 
menj adi tanggungj awab Direktur .JE'!lderal Pem -
binaan Kesehatan Masyarakat. 

(5) Pembinaan dan pengawasan pemb•.'rian obat di 
fasilitas pelayanan kesehat2:. oleh apotik men 
j adi tanggungj awab Direktur Jenderal Pengawas 
an Oba t dan Makanan. -

(6) Pelaksanaan pengai-,asan se:;agaimana yang di­
maksud pada ayat (3), (4!, dan (5) dapat di ­
limpahkan pada Kepala K:mtor Wilayah Departe­
men Kesehatan seternpat . 
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\~J\RTA PERUNDANG-UNDANGAN 

BAB IV 
S .. A N K S I 

PASAL 9 

Pelanggaran atas ketentuan yang terdapat 
Pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dalam Peraturan 
teri Kesehatan ini dapat dikenakan sanksi 
nistratif dan atau ,hukuman clisiplin. 

BAB V 
.. KETENTUAN LAIN 

PASAL 10 

U-7 

pacla 
Men­

admi -

(1) Direktur RumahSakit atau Dokter Kepala Pus 
Kesrnas dan Unit Pelaksana Teknis lainnya da:­
pat ·menyetujui penggantian resep obat dengan 
obat paten dalam hai obat esensial tertentu 
belum tersedia nama generiknya. 

(2) Ketentuan dalarn Peraturan Menteri Kesehatan 
ini diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pe­
laksanaan dan Petunjuk Teknis oleh Direktur 
Jenderal Pelayanan Medik, Direktur Jenderal 
Pernbinaan Kesehatan Masyarakat clan Direktur 
Jenderal Pengawasan Obat.dan Makanan sesuai 
biclangnya rnasing-rnasing. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

PASAL 11 . · ; 

Dal am j angka 6 (er.am) bulan sesudah berlakunya 
Peraturan Menteri Kesehatan ·ini, semua rumah sa­
kit, semua Puskesmas clan Unit Pelaksana Teknis 
lainnya, para dokte_r dan apotik harus sudah me­
laksanakan kewajiban menuliskan resep dan/atau 
menggunakan obat esensial dengan nama generik. 
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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN 

BAB VII 

KETENTUA.N PENUTUP 

PASAL 12 

U-8 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaE_ 
kan. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerin­
tahkan pengundangan keputusan ini dalam Berita 
Negara Republik Indonesia. 

DITETAPKAN DI J A K A R T A 

PADA TANGGAL 28 JANUARI 1989 

MENTER! KESEHATAN 

ttd 

Dr. Adhyatma, MPH 

farmalkes.kemkes.go.id



~'le...11g inga t 

.. 

MENTER! t( ~SEH~TAN 

REPUB!..IK INOONESIA 

'IENT.'\NG 

KEi\P...J-r:BAN MEL'IT.wlSKAN R3S:s? D.111\!/~..T..Zl.U MENC--GJl:~:.-~_Zl.N 

OBJl.T GE!:~I:i:: DI F.i\SILITI-1.S PTI....il.YAtl>;N 

(a ) . bahwct o:c.at Y3.n;' c'.igur~~: se::a:::-a ra.sic.:.-;.al 1ne.....-u:;:e_.,l.zn salah sa..:u 
fakto:::- y22ig sc..:;2-:. ;:·2r.-:.i.:.~ dc..1 "'ID mene:rrtw:z.n k~err.12LSilan ut:aya 
pc.la~;c.:-~n k 0 .seli3.-:.a:.1; 

(b) bahwc.. h2r~r=:. :)::at qe..."le:::-2..k 1-=Dir, re...;d=.h ~':'~i?"'r12 harc;a obat JJC1 -
t:.en yaI1S n,Em?...!.i."'1~7a.i e=~K ~~apet.i.k ~~ sauia; 

(c) :;2:i~·l2.. G.er~:ar_ ~e..~2.i.s..11~.=...:.i ~esep C.::!..~_/3~ ms:-'..:;g-~r~l-.a.n +et gene -
·· i k di fa.=:i:U u::.s D2~vanar: }::ese'.-!a::.a .• :. Pems::;-i:m::a..1., tuiuan oerlu-
2.s ...;-,,- ,.:;-"'1r, ~:. _ ..:; · -.01-:.~,.., .;: • . ~l.:-'"' ~~--... -i...,.~ 1 • 0--.;:;- -~~-"'.,...::,.,.-- ... :;_,oat- le.o· il1 

Q.... -~~-::r-.!..-. l:" ---..J...t \...l..J.~ J. .i....._ _..:>~1=2.~ ~ r..._-~ ~::_._c::..;\.0,..-_ --.L. .... 

Ilu.J:lz:h QlC.2:.!J2 ~ ; 

(d) . ffihwc. s2h•b:l.J.1~J2LT1 de...rygan hu:::-~f a, b d"'n c, I.E.ka. nerlu ditetap -
kao-i Pera:u•rc...--:. Mer:te2:'i Keseb2 .. ::an Republ ik .L--rlonesia _tentang Ke 
wc.jiban !'1E:nu.2..is}'2.TI Resep da..ri../ atau Men:Jgunakc..."1 Obat GP....nerik a.I 
Fasilitas ?elaya.rB..n Kese..1-ic..t.an Pare::-:j.nG:ri~. 

1. lJnic.::-ig- Dnciarg Dc..sar 1945 Pasa.l l7. 

2. Kete~:p:::: ..... n MPR RI Nc:mor II/-'"lPR/1988 tent=.ng Garis-\..?.-ris Besar Ha 
luan N:=gaxa. 

3 . Unda,.1?-Dndar.g l'cm:Jr 9 'I'c..hu.:i 1960 tsnt=n:j Pokok-pokok :Kesehatan 
(Le:r.--:a:tan Negara Tah;.::.z:i l960 Na:r.:::;r 131, 'I0i-:Ji::r:>....ha...'l. LB11.bara Negara 

Naro.::- 2068) . 

4 . Unda.19- Ur.darg Nanor 7. Tar"-i:i..'1. 19 63 tentang Fariuasi (Le:nbaran Nega­
ra T'lh::n l9E3 No r.or Bl , Ta.·nbana..r1 Negara Nanor 2580) . 

:::; . Pere. :uro.:-1 ? smeri.-:tah Ncrr:or JO Ta.hun 1980 tent.an'.3· P€rablran Disi­
pli'l. Pegawai ~·~egeri SiFil. 

,.. 
Pera ·_~rln Perne= :.ri ~ 1'3cmor 25 'l'anun 1980 te.ntan; P E:::ubc.hai."'l at.as .... 
pp-;-2 :urcn PEmP-i 11L2l: No:r1or 26 'I'cirn .... m 1965 ten tang Apotik. 

7. Pera·JJ..ra..'l. Pene.::-int.2..'ri Nrn1-:Y 7 'Iahun 2..987 tent.a.rg P.enyerahan Seba-
~ gic.r1 Urusa.ri PetllerintahaJ1 Da.12In Bida..ng KesS:-.:a.tan Keoada Daerah . 

8. Peracuran Me .. 1ts:::-i Keseha2n RE?lblik Ir.dcnesia Nanor l59b/Men .. T<es/ 
Per/II/1988 ~e..ntc.n:J Rurr:a.~ 82..Y...it . 

9 . Keou-cusc.n Mc1::c:::-i ~~2s&..:::::.::..r:. ?.e2·1"'lil<.. Indonesia Ncrnor · 47 jMenKes/SK/ 
IIiB83 tsJ.t3.:J'.j K~ija!r.sar!aan Obat Nasional. 

10. I<:epuL:llscs Me:i-:.~i Y .. esei"lat..21! Rep . .lblik Indonesia Nc:rnor 477 Tahun 
1983 terr:.arP P•~laY-.sana211 Daftar Oba;: Esen.sic.l Nasional. 

11. SK3 i·1ent:::.:-i ~'; ~.sera-c:an c,C2"'1 Mern:.eri Dal am l':egeri Rsr .. 1'c::..blik In::ionesia 
Nano:: 39-J_1V1e::JKes El(/\"Il / l981 dG..t1 Narror 195 Tahun :'...981 tent.an; Pe­
!1craG~iar1 i.. .. c.a t. i...:~; --:-u }: ur:i t - ll2:i t_ Pel2.\/2r~ !<"~sse...n~-can Pane::-irrta..h Ptisa~ 

farmalkes.kemkes.go.id



,,~)I 
'JF 

', 

. 
\ 

MErJTC::Ri KE5t:nAIAI.' 
R!:DUBUI(_ INnor-.iESIA 

2 

MEMUTUSKAN 

: P::c:R.i:\TGR:~~ !·~"IBRI KESEP..ATAN REPUBLL'F\ ThlIDIBSIA ':.."'EN"TANG ::mv'AJIBAN 
, MENULISKAN RESEP DA.'N/ll...TAU MENGGUNAKAN OB.AT GENEHIK DI F~!'l.SILITAS 
PELA.YAN:~ KESEHATAN PEMERJNTAH 

BAB r 
:KEITh'TUAN UI'1L11'1 

PASAL 1 

balam Kepu+-nsan .i.-rri yang d.imak.sud da1gan 

a~ Obat Gs~erik a~o l a.b. c!:;ut dE:..-:;w1 ~a ~esmi ya"ig ditet.=:.;:}~~ ·~,l ::am ::·3.Ilna.kope L11= 
donesia UITt:uk zat be...-kr..asiat y-ang C.ikaI"rlun:;--cya. 

b. Oba.t Paten ad.ala...'11 cb=.t d s!g=...-i r.:ama ragai-ig dan mengg:11ak..an nama yar:; nerupakatl 
mili.k prcrlusen d:at y-an~ jy::>...::-sar.gk~tan. 

.. - -
c. O:t:e.t E.seri..sial adala..'1 obat :J"'2.P..g- paling dibutuhkan untuk pel ayc:.na11 kesehatan ba"" 

gi masyarakat t 0 rba..nyak dan tercantun d.alam Dafrar Obat ...Esen.sial yans· di tetaf""" 
kan oleh 1"'Jenteri KesetB.tan. 

ti. Fa.silitc.s pelayanan kesel-.iat2.i.-i Peneri.ritah adalch Rcimah Sa.Y.i±:. ?sne=intcl"l, Puske~ 
mas dan Unit Pelaksana "Teknis lainnva. 

€. I::astalasi farmasi :tumah sakit adalah instalasi rt.u."""Tiah sakit ya.rg IDffil?UTiyai -::U- v 
gas :menyediakan, me.T'):}elola, manbo......ri pei!erai.13"an dan melaksar.akc:.n pc...nelitian ~ 
tan:j abat-obatan. 

'f: Dokter ad.al.ah dokter urrum, dokter soesialis dan dorLEr gigi di rurncµi sak;Lt,PU.§_ 
ke.smas dan Unit Pela1<sana. 'Iekr..is lc..l.rmya. 

r,r . KC!I'li te Fa_">"TI'.asi dar1 Tera.pi ada].ah suat:u Tim yang bo....r2.!'"'B9cf-"._a1<an pc.ra dokter dan 
sarjar..a fanna.si yarg ber:fu ... "1gsi dalam mernb3Ilb.1 pin1pinan .:r:umah saki.t U.."i.tuk. me ..,_ 
nentl.lkan kebijaJr..sanaan pengg-unaan obat dan pengobatan.. 

h. Apotik aclala..'1 suatu tanpat t.ertentu c3.imaIE. dilakukan pekerjaan kefanriasian dar1 
pc....nyaluran oba.t kepada masyarakat. 

i. Fonnularit.mt rurnah sakit adalah daftar abat :taku yang dipakai oleh .rurll<"'-'11 sa.kit 
yaJ'..g dipilih secara rasioi:J.al dan dilengkapi p::'Jljelasan, sehin~ga merupakan in­
forrra.si obat ·ya..ryg lei.Igk-"'p untaJ...k: pelayaI1an medi.1<. ruma..'ri sak:.it. 

Bl>-.B II 

'IUG..J:IS DAL~ KEWA.JlEAN 

PF.SAL 2 

.'.f '1 :r;:urr0h Sak.it cU..wajib~n me:nyffii".kan oba:t esen.sial den:ran nama generiJ' ~ntu .. ~ }:~ 
h .. :::r:.'.J..:.'-;:;;.n pasien berobat jalan dc.n rawat nginap . 

. _ . F:sr:.:in f:aJd.t kelas P. .. , BII dan BI dih2.ruskan me:miliki fo..._"1Tll.l. l ~1ium. 

F'01-"TIT..::.lariDm ya...rig diinaksud dc..larr a:s.rat ( 2) meliputi Da£tar Obat Esa""lSial Nasio ·-
r.~l (LOZI\:) a.an cba.t lai.n yang s,':P_qat O.ipc.._rlu...'l:.::rr rmnah: -S3kib .. · · 
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( "-: I :Kumah Sa.kit diwa j ibkan msniliki Pedanan 'I·erapi dan Kani te Fa.....rnesi dan 'I·e::-.~pi . 

\ ., · J:irekb.J.r RwllC.h Sak.it berta.nggungjawo.b atas pelaksar...o.a.> ke<:enb.J.an pasal iru .. 

(l i Di...1as Kesei1a.tan Daerah 'I'in9kat II diwajibkan me..riye::liakc._11 obat esensial d~·ngan 
nornc. generik u.·-rt:uk 1<ebutuha...ri Puskesmas dan Unit Pelaksa.ric. Teh....Li.s lain di wila 
vahnva. 

1 2 1 Dinas Keseha'G.11 D.:l.e.rab Ting}.--...at II diwajibkan menyed.ia..~"11 Pe:iaran 'Ierapi untuk 
dioo....rcr...i:::iaka...11 ole.11 Puskes.l'.a.s dan Unit Pelaksana Tek:n.i.s lai...TLTJya :ii wilayahr1ya, 

( 3 .l Keoc..i..a Di.;c..s Keseha-::ari Dae::-ai"l Tingkat II be::: t:.anggu-'-lgjawab ataE pelaksaria.an 
~,.., ,' 
..,;.4..1... 

PAS.AL i; 

(-l -) Dokter .y-ong t:·0~~gas G.i ~na.l~_ Sa.,g !- d.~"-1ai-u.s~1 me.rr~ 1-.; s resep o.::a~ eser~i.:U d~ 
ngc....11 n~'.T'S. 9e....1e....---ik bagi serru.a 02.sien. 

/ 

( 2 ~ ;)okter ~:?2-t me..riu.12.s resep u.1tu1< diambil di apotiJ-. lU?!i rU!J'l_:::ih sakit dal<:1!\ ha.1. 
obat es2nsi ==- 1 sebagc.i.rna..."10. d.:ii"Tu3Y..sud dalam ayat (l) b.dak tersedia di rumah. Sa 
kit. 

(3) Se":ian 'iokter be1-tti-iggi..L.~aw-ab keoa.aa Direk.tur Rk-na...i-:l Sakit dalam peJ..aksa.n;;i,~1 
pe!'."a u.rr an j_ni . 

PASF>-.L 5 

(1) Doh.-:.er yang bei.. i...ugas di P-...:skesnas d.&1 Uni~ Pelalr..52.D..3. T-=>..Jm; s lainnya fuwc ):i..l:?~im 
menul.is :'-. resep obat esensial dengan P .. ama gene..rik Da.gi serrua pasien ~ 

( 2 ~ Dokter . d~"13.r ~. TilE.rnbu::it r~~ep ~t:uk dibeli di ~ luar dalam ha~ · ~'2't: _ 

yang diperlul<.a.:."1 tidak terseaia di Puskesmas a-;:au unrc Pelaksana Tekm.s t~t:. 
ia beke.rja . · 

(3) Setiap do}~~ Pu.skesrnas dan Unit p'elaksar1a rreknis lainnya ~-rtan:jgungja.,;ab k~ 
:_--""::.:. :£.~2.2.:::. ~':.=...-r:~ ~==--+:~'=..."": !<,-::seh::>.ta.>:. Ka.bu:pa.te.11/Kotarradya . yang bersrini:: kilt-..an 
d.al.ai-n t: el2..ksar..aar1 ketentua.c1 pasa.l ini . 

FJ!..SAL 6 

( 1. ·, I:!stalc~si fa!:Lre.si rurna..t-i saki t di\"'-a. j ibkar1 me_ngelola obat rurnah saki t secc:ra bo...x 
:5.aya gi_;r.e. dan berhasil gu.na. 

.. ~) . 

T::.s21.c.si £2rn12si rumah sa..1ci.t diharuskan ment:uat prosedur perencanc.an, !""211ga~ 
:::::~, penyirnpanan, pe.ridistribusia...ri can pemantaua,,1 oba~ yang digunc.kan ru:Iu::h sa -
.. .... ;_ - * 

::::_;_,"' ~lc..si £armasi rurnah sa.KJ..-=. ~..x.kev.;aj.iban melar:orka.n ke'""'~da ~ire.1<.b..:..:­
;:i.:. a-ca.s pe.1yimpa.1gan penulisa,,1 resep yang dilakukan uleh dokt.er . 

PP.SAL 7 
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( ;z) . -
:u ta Caru peryuu~.:in UUi..l l cscnsi.u J. <..k.'.l1':JLl.l1 IDJl\i..l <:JCl1l:.l." .i.k !;;cWt_Ji..l.iJIWld <li.Jl~KSUU 
aalam ayat (1) di.tetapkan olch Dirc:ktur Jen:foral Pen9crwusw1 Ob:Jt cJan Ma.ka n 
an. 

(3) Apotik .berkcw-ajiban melayanj resep doi-':tcr mn rlilarang men99.:inti ot.ut yancJ 
tertulis dalam resep . 

Bl\13 III 

PEMBINMN D/\N P8'JG!U"i/'.SAN 

Ni.SAL 8 

(l) Pengawasan at.as penulisan resep obat oleh doktcr rumah s.:lJ-:.it dil.:.ksanakan 
oleh Dir.81<. tur f<umah Saki t diban tu K01U. te Farmasi dan 'l'erapi . 

(2) Pengawasan atas penulisan resep obat di Puskesrras dan Unit Pela.k.sa.nci Teh -­
nis lairu1ya diJak.sanukan oleh Kcpala Kantor Departenen Kesehatan J<ab~paten 
/Kot.:-uradya bersa-ria derr,.1an Kepv.la Dinas .i\eseli.atan Dae.rah Tin:iJr..at II se ten­
pat. 

{J) peffib.iJ1aan~dan pengawasan penggunaan obat di rumah sakit menjadi :tanggun:;j~ 
wa.b Direktur J<mc.1eral Pelayanan MC:.uik. . 

( 4) Pembinaan dan pengawasan penggunaan d.::B t di Puskesnas dan Unit Pelaksana 
Teknis lainnya menjadi tanggmigja':J•ab Direktur Jenderal Pembina.an Kesehat-­
an Masyarakat. 

(5) Perr.!::>inaan dan pengawasan pemberian cbc-.t di fasilitas pelayana.n ke...o:;ol1i",tan 
oleh apotik menjadi tanggungjawab Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan 
Maka.nan. 

( 6) Pelaksanaan penga.vasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), (4), da.n 
(=) dapat dil.iJnpahkan pada Kepala Kantor Wilayah Depa.rtemen Kesehatan se -
trnpat. 

Dl\13 IV 

SANKS I 

PASAL 9 

Pclw1ggaran a tas kc ten tuilll yilllg tcrdupo. t p.::ida Pasa l 2, 3 , 4, 5, 6, clan 7 da lam 
Peraturan f'.Enteri Keseh<ltan in.i dapat dikenakan sanksi administratif clan atau 
hu.kuman disiplin. 

(l) 

(2) 

BAB V 

Pl...:JlJ_, lG 

; ..1ir<0:t-w ;~rv::.11 Sc.0 :.i. t 0 Lal: !)·_, ;-: ·~c:· r~c; 0c.:lc..1 Pus~esrras d.an Un1 t Fe;lu.J<..sC.l.na T12!·J1i.s 
lainr:ya Ui..l!:B t 111c:.nvetuju.i [X.:ir.;q<.int.i<.in n.:~C!J obat deigan coat pa.ten c.ii:IL.L oi i1c..1:L 
.....l....•o.L coc.ua+o...l l....c...l: · Lc.n Lu La: .. d .. \....4.1 \ Lv...i .~ r.J c """ l L_µ nO.:lloC ~JC..f)Ci- .iJ..-; n:,rM . 

1\etentuan oalarn Pe.r.::itw:-~1 i·i c~1 :..c .::-i !<.cschat.an illi diatur lebil1 lanjut dcri:ia.n 
P,~ ····~1 -'" '· n ,.,_,.,:-.,..a · ., _.., .. , c''"'" ;"etun -iui: Tr·t:nis oJ.eh Dire}~tur .Jenderal Pelcivarun - ...:..\...r....o.J. ) ............. .... _.J........._. .. _ , . ......... _~ ---- • \' ""' ~ ... 

Mcclik, Dire..ktur .ien.:Jeral ?enb1.n a.':ln J<c:se.hatan .Masyarakat c1:m Direktur cl e;1Cic­
ral Pen~a1·1asan C

0

.Jt clan i•:aJ:D.T12.n SC:'SuC::i bidarsnya lT1C1Sinq- masin9 . 
~ . 
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:S.AB VI 

KE'IENTU.AN PERALIHAN 

PAS.AL ll 

Da.larn jangka 6 (enam) buj_an sesuda.h berlakunya PerabJran Me.nteri Kesel121t::~:1 
ini, sanua rumah sakit, ~.emua Puskesmas dan Unit Pelalcsana 'l'e.icnis lainr~ya .. 
p-2:!"a dokter dan ap::it:i .. 11: h:irus sudah melaksa.."1aY..an ke,,.c.jiJ-a,1 :::re.1u.liska.-i .1..c.::>cr• 

dan/ a tau me.TJ.gguna.k.an obat esensi :i.l dengan nama generik. 

BAB \lII 

~.?AS.AL l2 

Peratt.:ran ini :rrn.11.ai berlc.ku pada tanggal ditetapkan. 
Ag2.::' supc.ya · setiap orans mengeta:-iuinya, memerintal-l-2..."1 pc .... r.gunda.rr_1a!l keputusi\1~ 

i ni dal.ai-n 3e.;:'i ~ Negara :Ee:publi..k. Indonesia. __ 

DI'il:.'fAP~ -::DI _ J A K A R T A 

PADA TA..'NG?.L 28 JANUARI 1989 

-
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